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Wali Kota Aditya Canangkan Gerakan Sadar Bayar PBB-P2 

 

 
Sumber gambar: 

https://kalsel.antaranews.com/berita/318609/wali-kota-aditya-canangkan-gerakan-sadar-bayar-

pbb-p2 

Wali Kota Banjarbaru H M Aditya Mufti Ariffin mencanangkan gerakan sadar 

membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan (PBB-P2) untuk lebih 

meningkatkan kesadaran masyarakat memenuhi kewajibannya.  

Pencanangan dilakukan wali kota yang didampingi Sekretaris Daerah Said 

Abdullah dan dihadiri unsur Forkopimda dan kepala SKPD lingkup Pemkot Banjarbaru 

di lapangan dr Murdjani, Ahad sore. 

"Kami berharap, melalui pencanangan ini, kesadaran masyarakat membayar PBB-

P2 semakin tinggi karena pajak sangat penting bagi pemerintah untuk membiayai 

pembangunan maupun kegiatan lainnya," ujar wali kota.  

Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Banjarbaru Rustam Effendi 

mengatakan, tujuan gerakan sadar bayar pajak adalah mendorong kesadaran masyarakat 

memenuhi kewajibannya membayar pajak.  

"Pencanangan ini untuk mendorong kesadaran masyarakat memenuhi 

kewajibannya membayar pajak karena uangnya akan kembali lagi kepada pemerintah 

daerah dalam bentuk pembangunan," ucapnya.  

Ditekankan, potensi penerimaan PBB-P2 di Kota Banjarbaru masih sangat tinggi 

karena sebanyak 54 persen tanah masih belum terdaftar sehingga sangat berpeluang untuk 

menambah pendapatan asli daerah.  
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"Target pendapatan PBB-P2 tahun ini Rp14,5 miliar dan realisasi tahun lalu 

mencapai Rp16 miliar dan melihat potensi tanah yang belum terdaftar masih banyak 

sehingga pendapatan masih bisa ditingkatkan," katanya.  

Disebutkan, luasan wilayah perkotaan maupun kelurahan di Banjarbaru yang 

mencapai 305 kilometer persegi, baru 175 kilometer yang terdaftar, artinya masih 54 

persen tanah di Banjarbaru yang berpotensi ditarik pajaknya. 

 

Sumber berita: 

1. https://kalsel.antaranews.com/berita/318609/wali-kota-aditya-canangkan-gerakan-

sadar-bayar-pbb-p2, 20 Maret 2022.  

2. https://banjarmasin.tribunnews.com/2021/04/26/canangkan-gerakan-sadar-pajak-

pemko-banjarbaru-terima-hibah-mobil-layanan-keliling-dari-bank-kalsel?page=all, 

26 April 2022. 

 

Catatan: 

PAD terdiri dari hasil pajak, retribusi daerah, pendapatan dari dinas-dinas, BUMN dan 

lain-lain, yang dikalkulasikan dalam bentuk ribuan rupiah setiap tahunnya. PAD sebagai 

salah satu sumber penerimaan daerah mencerminkan tingkat kemandirian daerah. 

Semakin besar PAD, mengindikasikan bahwa sebuah daerah mampu melaksanakan 

desentralisasi fiskal dan ketergantungan terhadap pemerintah pusat berkurang.  

a. Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah, retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai 

pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan 

dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. 

b. Banyak yang mengira jika retribusi daerah sama dengan pajak daerah. Dimana 

keduanya memiliki persamaan dan perbedaan masing-masing. Keduanya 

merupakan salah satu sumber pendapatan pemerintah daerah yang penting untuk 

membiayai pembangunan. Selain itu, keduanya bersifat dipaksakan dan 

dibebankan kepada masyarakat. Bila masyarakat taat bayar keduanya, maka akan 

tercapai kesejahteraan bersama. 

 

Jenis-Jenis Retribusi Daerah  

Retribusi daerah dibagi menjadi 3 jenis, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang 

Nomor 28 tahun 2009, yaitu: 

https://id.wikipedia.org/wiki/Pajak
https://id.wikipedia.org/wiki/Retribusi
https://id.wikipedia.org/wiki/Pendapatan_nasional
https://id.wikipedia.org/wiki/BUMN
https://id.wikipedia.org/wiki/Rupiah
https://id.wikipedia.org/wiki/Fiskal
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1. Retribusi Jasa Umum 

2. Retribusi Jasa Usaha 

3. Retribusi Perizinan Tertentu 

 


